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Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah salah satu 
perusahaan di bidang logistik yang memiliki ijin legalitas dari pemerintah 
untuk melakukan layanan pengiriman barang besar dan berat menggunakan 
kapal laut, atau yang biasa disebut dengan cargo laut. Di perusahaan ini 
terdapat pembayaran pajak ekspor pada peusahaan EMKL (Ekspedisi Muatan 
Kapal Laut). Jasa ekspedisi laut menjadi salah satu alternatif yang paling 
digemari oleh banyak masyarakat Indonesia, baik perseorangan ataupun 
pebisnis perusahaan.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem 
pembayaran pajak bea keluar (ekspor) pada PT. EMKL (Ekspedisi Muatan 
Kapal Laut) yang berlokasi di Panjang Bandar Lampung,  dan bagaimana 
pandangan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pajak ekspor pada PT. 
EMKL(Ekspedisi Muatan Kapal Laut). Adapun tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana sistem atau cara pembayaran pajak 
ekspor di PT.EMKL Panjang Bandar Lampung. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
induktif alasannya karena penelitian ini membutuhkan analisa yang sangat 
mendalam untuk menemukan hukum terkait pembayaran pajak, jenis 
penelitian ini menggunakan field research (penelitian lapangan)  yang 
dilakukan di pelabuhan panjang dan didukung oleh library research 
(penelitian pustaka) Penelitian ini dilakukan secara observasi, dokumentasi, 
dan wawancara secara langsung kepada 6 orang pegawai yang bekerja di 
PT.EMKL. Setelah itu peneliti mengolah data dengan menggunakan analisis 
deskriftif kualitatif yang dimana penulis akan menganalisis data secara 
bertahap dan berlapis. 
Bedasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem 
pembayaran pajak ekspor yang dilakukan di PT. EMKL (Ekspedisi Muatan 
Kapal Laut), ialah kekurangan dan kelebihan pembayaran pajak ekspor dalam 
perusahaan ini, jika kelebihan pembayaran pajak ekspor maka perusahaan 
akan mengembalikan uang dengan jangka waktu 15 hari Sd 3 bulan, dan 
apabila kekurangan pembayaran pajak ekspor,maka perusahaan tetap 
membayarkan kekurangannya tersebut ke perusahaan pajak tanpa memakai 
jangka waktu. Menurut Pandangan Hukum Islam sistem pembayaran ini 
diperbolehkan atau sah dalam Agama Islam. tetapi sebaiknya agar tidak 
terjadi kesalahan sistem dari perhitungan pajak ekspor ini, sebaiknya tidak 
menghitung pajak ekspor dengan harga patokan agar PT.EMKL tidak merasa 
keberatan dengan sistem ini, karena dengan memakai harga patokan maka 
PT.EMKL ini tidak tahu bahwa pajak ekspor tersebut kelebihan pembayaran 
atau kekurangan bayar. Dan PT. EMKL merasa tidak adil dengan sistem 
pembayaran seperti ini. Dan PT.EMKL  ini melakukan nya dengan tidak 
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A. Penegasan Judul 
   Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih  
dahulu  akan menjelaskan pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini.  
Sebab judul merupakan kerangka bertindak, apalagi dalam suatu penelitian. 
Hal ini menghindari penafsiran yang berbeda-beda dikalangan pembaca. Maka 
perlu adanya suatu penjelasan memberi arti beberapa istilah yang terkandung 
dalam judul; “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pajak 
Ekspor Pada Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Sebagai 
Berikut: 
Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan 
pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan 
secara sistematis dan objektif untuk mmemecahkan suatu persoalan.
1
 
Hukum Islam adalah: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah 
dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan 
diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang Islam.
2
 
Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen 
yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau 
energi untuk mencapai suatu tujuan.
3
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 KBBI, Kamus besar bahasa indonesia, (Surabaya: amalia, 2005), h.336 
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Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, Cet Ketiga, (Jakarta: Bumi Askara,1999), h. 
17 
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Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan sistem 
pembayaran kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah 
disetujui oleh pihak eksportir.
5
 
Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut adalah salah satu perusahaan 
di bidang logistik yang memiliki ijin legalitas dari pemerintah untuk 
melakukan layanan pengiriman barang  basar dan berat menggunakan kapal 
laut, atau biasa disebut dengan cargo laut.
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Berdasarkan Penegasan yang disebutkan diatas maka yang dimaksud 
judul skripsi ini adalah mengkaji sistem pembayaran pajak ekspor disorot 
dari kacamata hukum Islam yang ada pada perusahaan ekspedisi muatan 
kapal laut (EMKL) yang berlokasi di Panjang Bandar Lampung.  
B. Alasan Memilih Judul 
Beberapa hal yang memotivasi untuk memilih dan membahas judul 
proposal ini, yaitu : 
1.  Alasan Objektif  
a. Masalah pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan 
warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah, 
jadi pajak adalah iuran yang harus wajib dibayar oleh rakyat atau wajib 
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Ahmad Yani, Solusi Masalah Perpajakan, (Jakarta: Kencana, 2006), h.10 
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Ahmad Yani, ibid, h.21 
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b.  Ingin mengetahui bagaimana sistem pembayaran pajak ekspor pada   
Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL). 
2. Alasan Subjektif  
a. Tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pajak sesuai dengan 
bidang ilmu yang dikaji pada jurusan muamalah. 
b. Terdapat banyak sarana-prasarana yang menjadi penunjang terlaksana 
penelitian ini, seperti menanyakan atau wawancara kepada perusahaan 
EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) tersebut. 
C. Latar Belakang Masalah 
Permasalahan yang ada dalam PT EMKL yaitu kurang lebih bayar 
pajak ekspor, dalam sistem pembayaran pajak barang yang akan diekspor. 
Pajak ekspor adalah pajak yang dikenakan pemerintah pada kegiatan-
kegiatan ekspor. Objek pajak ekspor adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan 
Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak ekspor ini dibebankan kepada wajib pajak 
sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
8
 
pertambahan nilai suatu barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh 
pengusaha kena pajak, baik pengusaha yang menghasilkan barang, 
mengimpor barang, melakukan usaha perdagangan, atau pengusaha yang 
melakukan usaha dibidang jasa. Hal-hal yang seperti : Pajak Pertambahan 
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 Andi, perpajakan, (yogyakarta: CV.Andi Ofset, 2011), h.1 
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 Gustian Djuanda, Pajak Pertambahan Nilai,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), h.11 





Nilai kurang bayar, Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar, ataupun nihil 
merupakan hasil yang biasa berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai. 
Namun, dari ketiga variable tersebut Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar 
adalah yang paling berpengaruh pada khususnya pada penerimaan pajaknya, 
dikarenakan setiap wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan kompensasi 
ataupun restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya. 
Undang-undang Perpajakan memberikan hak dalam melaksanakan dan 
memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk 
melakukan kompensasi atau restitusi. Restitusi dapat diajukan terhadap 
semua jenis pajak. Restitusi Pajak Pertambahan Nilai diartikan sebagai 
pengembalian Pajak Pertambahan Nilai karena jumlah Pajak Masukan 
melebihi  Pajak  Keluaran. Pengajuan  restitusi Pajak Pertambahan Nilai 
dapat dilakukan pada setiap masa pajak, tetapi yang dapat melakukan restitusi 
pada setiap masa pajak hanya Pengusaha Kena Pajak melakukan ekspor 
Barang Kena Pajak Berwujud, penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena 
Pajak kepada Pemungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 
Pajak yang tidak dipungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai), ekspor 
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak atau masih 
dalam tahap belum berproduksi, selain itu Pengusaha Kena Pajak hanya dapat 
melakukan restitusi pada akhir tahun buku.
9
 
Pemerintah tidak dapat semena-mena untuk dapat menarik pendapatan 
yang berasal dari pajak. Oleh karena itulah, penarikan pajak yang dilakukan 
                                                             





oleh pemerintah harus berdasarkan pada azas keadilan serta hukum pajak 
yang diletakkan dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 
Republik Indonesia yang berbunyi: “segala pajak untuk kegunaan kas negara 
berdasarkan undang-undang”. 10Jadi setiap pajak yang dipungut oleh 
pemerintah harus berdasarkan Undang- undang, sehingga  tidak  mungkin  
ada pajak yang hanya dipungut berdasarkan Keputusan Presiden atau 
berdasarkan Peraturan Pemerintah atau berdasarkan peraturan-peraturan lain 
yang lebih rendah daripada Undang-undang. Lain halnya dengan Peraturan 
Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal 
Pajak serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang berkaitan dengan 
pelaksanaan Undang-undang pajak. Selain itu pula berbagai peraturan daerah, 
baik Peraturan Daerah Propinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, 
yang mengatur tentang pemberlakuan suatu jenis pajak daerah di suatu 
propinsi atau kabupaten/kota. akan tetapi dari banyaknya Undang-Undang 
pajak yang berlaku di Indonesia, tidak terdapat Undang-Undang yang 
mendefinisikan pajak secara rinci. Hal ini tampaknya terkait dengan definisi 
pajak itu sendiri, yang apabila di definisikan maka akan terlihat jelas bahwa 
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Berdasarkan Penjelasan Diatas, merasa tertarik untuk mengangkat 
sistem pembayaran pajak. Dengan demikian  memberikan judul skripsi ini 
mengenai “tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran pajak ekspor 
pada perusahaan ekpedisi muatan kapal laut (EMKL)” 
D. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu 
supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai 
dengan penelitian ini. maka memfokuskan untuk meneliti suatu sistem 
pembayaran pajak ekspor yang terjadi di PT. EMKL Panjang Bandar 
Lampung. 
E. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
pokok masalah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, pokok 
masalah tersebut adalah : 
1. Bagaimana sistem pembayaran pajak ekspor pada PT. EMKL yang 
berlokasi di Panjang Bandar Lampung ? 
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran pajak 










F. Tujuan penelitian  
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :
12
 
a. Untuk mengetahui sistem pembayaran pajak ekspor di perusahaan 
EMKL. 
b. Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan obyektif terhadap sistem 
pembayaran pajak ekspor di perusahaan EMKL khususnya dalam 
hukum Islam. 
c. Untuk menganalisis sistem pembayaran pajak ekspor di perusahaan 
EMKL  
G. Signifikasi Penelitian 
 
a. Kegunaan Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 
pengetahuan dan pustaka keIslaman, selain itu juga diharapkan hasil dari 
penelitian ini dapat memberikan informasi serta wawasan terhadap 
pembaca mengenai sistem pembayaran pajak ekspor. 
b. Kegunaan Praktis 
Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi 
tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada fakultas 
Syari‟ah UIN Raden Intan Lampung. 
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H. Metode penelitan 
Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana sesuatu penelitian itu 
dilaksanakan. Metode penelitian juga merupakan seperangkat pengetahuan 
tentang langkah-langkah sistemastis dan logis tentang pencarian data yang 
berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil data, 
diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya.
13
 
1. Jenis dan Sifat Penelitian 
a. Jenis penelitian 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan 
pendekatan  kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 
Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang 
menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik gejala, 
simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan 
multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, 
menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara narratif.
14
 
b. Sifat Penelitian 
   Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif 
analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah suatu metode dalam 
meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu 
sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 
Peneltian deskriptif analisis ini digunakan untuk mengungkapkan data 
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penelitian yang sebenarnya. Dalam kaitan ini, penelitian ingin 
menggambarkan dan melakukan analisis dengan apa adanya tentang 
Pembayaran Pajak Ekpor Pada PT. EMKL Panjang Bandar lampung. 
2. Jenis dan Sumber Data 
Data dari penelitian ini berasal dari beberapa sumber, antara lain: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
objek penelitian dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi 
langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah 
ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan penelitian. 
b. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang di dapatkan dari sumber secara 
tidak langsung kepada pengumpul data.  Data sekunder diperoleh atau 
dikumpulkan penulis dari berbagai sumber yang telah ada, seperti 
buku, jurnal, laporan, dan lain-lain. Data sekunder digunakan untuk 
melengkapi data primer mengingat bahwa data primer dapat dikatakan 
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3. Populasi dan sampel 
a. Populasi  
  Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, maksudnya ialah 
wilayah generalisasi yang terdiri atas; Objek atau Subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti dalam memperoleh data tentang sistem pembayaran pajak 
ekspor yang berlokasi di Panjang Bandar Lampung. Adapun yang 
menjadi  Subjek  dari  kegiatan tersebut ialah PT EMKL. Dalam sistem 
pembayaran pajak ekspor, ditemukan ada 6 orang pegawai  dalam 
perusahaan diantaranya ialah: Direktur, Ppjk, Staf Keuangan, 
Operasional, Staf Dokumen 1, Dokumen 2. Yang memegang data 
perusahaan tersebut. Dan sampel di ambil  dengan teknik total sampling 
yakni mengambil semua jumlah  populasi untuk  dijadikan bahan 
penelitian karena jumlahnya yang relatif sedikit. 
b. Sampel  
Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti, maka 
yang dijadikan sampel dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 6 
pegawai dalam perusahaan diantaranya ialah: Direktur, Ppjk, 
Operasional, Staf Keuangan, Staf Dokumen 1, Dokumen 2. yang berada 
di PT.EMKL Panjang Bandar Lampung. Jadi pengambilan sampel ini 
disebut juga Quota Sampling. Teknik Sampling mengambil jumlah 
yang telah ditentukan oleh peneliti. Kelebihan metode ini yaitu praktis 





kekurangannya yaitu bisa penelitian cukup tinggi jika menggunakan 
metode ini. 
 Teknik pengambilan sampel dengan cara ini biasanya digunakan  
pada penelitian yang memiliki jumlah terbatas. Seperti penelitian pada 
PT. EMKL ini. 
4. Metode Pengumpulan Data  
Mengenai pengumpulan data peneliti menggunakan metode sebagai 
berikut : 
a. Wawancara (Interview) 
Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana 
pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan 
objek penelitian atau responden. Wawancara dilakukan dengan 
mengajukan tanya jawab langsung kepada objek yang diteliti atau 
perantara yang mengetahui persoalan dari objek penelitian.
16
 Dalam 
penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan 
perusahaan  Emkl  Panjang  Bandar  Lampung. Metode wawancara yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu metode wawancara semi terstruktur 
(semi structure interview). Artinya peneliti menyiapkan pertanyaan- 
pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, 
dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru 
yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber 
secara lebih luas. 
                                                             






b. Pengamatan (Observasi) 
Pengamatan atau observasi adalah teknik pengamatan dari  peneliti 
terhadap objek penelitiannya. Pengamatan dilakukan dengan terjun dan 





Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan 
melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek 
sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dalam penelitian ini, 
dokumentasi didapatkan dari sumber buku, website, dan lembaga yang 
terkait dengan data yang menunjang dalam penelitian. 
5. Teknik Pengolahan Data 
  Secara umum teknik pengolahan data setelah data terkumpul dapat 
dilakukan sebagai berikut: 
a. Pemeriksa data (editing) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan 
permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul. 
b. Rekontruksi data (reconstructing) yaitu menyusun ulang secara teratur 
berurutan, logis sehingga mudah dipahami sesuai dengan permasalahan 
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c. Sistematisasi Data (Sistematizing) yaitu menempatkan data menurut 
kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah
18
 
6. Metode Analisis Data  
Metode Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini  
adalah didahului dengan metode deskriptif analisis kualitatif, yaitu bertujuan 
mendeskripsikan masalah yang ada sekarang dan berlaku berdasarkan data-
data tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Pajak 
Eskpor di Panjang Bandar Lampung yang di dapat dengan mencatat, 
menganalisis dan menginterpretasikanya kemudian dianalisis dengan teori 
untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan Tinjauan 
Hukum Islam terhadap Sistem Pembayaran Pajak pada PT. EMKL Panjang 
Kota Bandar Lampung. 
  Adapun pendekatan berfikir yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus atau peristiwa 
yang kongkrit, kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi yang mempunyai 
sifat umum. Metode ini digunakan untuk mengetengahkan data-data 
mengenai bagi hasil yang sifatnya umum. Kemudian diolah untuk diambil 
data-data yang sifatnya khusus mengenai Sistem Pembayaran Pajak pada 
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1.  Pembayaran Pajak Ekspor dalam Hukum Islam  
1. Pengertian Pajak dalam Islam 
Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Al-Usyr atau 
Al-Maks, atau bisa juga disebut Adh-Dharibah, yang artinya adalah 
“Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak” atau suatu 
ketika bisa disebut Al-Kharaj, akan tetapi  Al-Kharaj biasa digunakan 
untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. 
Perdebatan antara yang pro dan kontra terhadap sistem pajak sebenarnya 
bukanlah hal yang baru, karena telah banyak tulisan baik berupa buku, 
naskah hasil penelitian, proceeding seminar dan diskusi, dan lain-lain dari 
berbagai ulama dan para pemikir Islam. Tulisan tersebut banyak memuat 
kutipan hadis hingga pendapat para ulama dari berbagai masa atau zaman 
dari yang paling ekstrim menentang hingga yang menghalalkan 
pemungutan pajak dengan kondisi dan syarat tertentu. Hanya saja 
memang, seperti diakui oleh DR. Umer Chapra, pendapat ulama atau 
pemikir Islam yang menentang dipungut-nya pajak lebih banyak 
dibandingkan yang sebaliknya. Oleh beliau pemikiran-pemikiran seperti 
ini dianggap sebagai pemikiran yang  aneh untuk diterapkan pada zaman 
atau situasi seperti saat ini, istilah yang berbeda digunakan oleh beberapa 
ulama untuk pajak, diantaranya dhara‟ib, wazha‟if, kharaj, nawa‟ib dan 





didasarkan pemikiran bahwa pajak berbeda dari zakat. Zakat pada intinya 
adalah kewajiban yang melekat pada dirinya sebagai seorang muslim 
sebagaimana rukun Islam lainnya yang diwajibkan oleh Allah SWT, 
sedangkan konsep pajak dalam Islam menyatakan bahwa pajak hanya 
dapat dikenakan pada kelebihan harta bukan pada penghasilan. Negara 
tidak dapat mengenakan pajak langsung seperti pajak penjualan pada 
barang dan jasa juga pajak dalam bentuk biaya peradilan, biaya petisi , 
penjualan atau pendaftaran tanah, bangunan, atau jenis pajak lain selain 
yang syariah. 
2. Sistem Pembayaran Pajak pada Zaman Rasulullah SAW 
Sistem perpajakan dalam Islam sudah dikenal sejak zaman 
Rasulullah SAW. Saat Rasulullah menjalankan roda pemerintahan, 
pendapatan negara diperoleh dari lima sumber, yaitu harta rampasan 
perang (ghanimah), harta kekayaan yang diambil dari musuh tanpa 
melakukan peperangan (fai), zakat, pajak tanah (kharraj), dan pajak 
kepala (jizyah). Kecuali dua sumber pertama, yang lainnya merupakan 
sumber penghasilan tahunan. 
Sedangkan pada masa sekarang, umumnya penerimaan negara hanya 
diperoleh dari pajak dan zakat. Namun, tidak semua negara di dunia 
memasukkan zakat dalam instrumen penerimaan di kas negara. 






Penerimaan dari zakat ini hanya dibebankan kepada penduduk 
Muslim, selain merupakan kewajiban dalam ajaran Islam. Para penduduk 
dari kalangan Muslim pun juga dikenakan beban pajak. Sementara itu, 
terhadap penduduk non-Muslim, Rasulullah selaku kepala negara dan 
pemerintahan hanya menerapkan sistem pungutan pajak berupa jizyah 
dan kharraj. 
Seiring dengan makin meluasnya wilayah kekuasaan Islam, 
membuat jumlah muzakki (para pembayar zakat) mengalami 
peningkatan. Meski banyak orang yang ingin membayar zakat kepada 
Rasulullah SAW secara sukarela, namun ini bukanlah metode yang 
memadai untuk mengumpulkan zakat. Karena itu, sekitar tahun ke-9 
Hijriyah, Rasulullah mengangkat sejumlah orang untuk menghimpun 
zakat dari berbagai suku. 
Dalam Ensiklopedi Muhammad sebagai Negarawan disebutkan, para 
petugas (amil zakat) berkeliling negeri untuk mengumpulkan zakat dari 
masing-masing suku, lalu membawanya ke hadapan Rasulullah. Para 
amil zakat di zaman Rasulullah ini tidak hanya ditugasi untuk 
mengumpulkan zakat, tetapi juga mengumpulkan jizyah dan kharraj. 
Biasanya, pemimpin suku diangkat sebagai kolektor zakat (amil) untuk 







Mekanisme penerapan dan pemberlakuan pajak yang diterapkan oleh 
Rasulullah SAW ini, kemudian diteruskan di masa kepemimpinan Al-
Khulafa ar-Rasyidun. Jika pada masa Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar 
Ash-Siddiq, sistem pembayaran pajak belum dilakukan secara 
tersistematis, maka tidak demikian halnya di masa pemerintahan 
Khalifah Umar bin Khattab. Umar mulai mengatur dan menertibkan 
sistem pembayaran pajak, terutama kharraj. 
Sistem pembayaran kharraj yang telah diterapkan oleh Umar ini di 
masa kepemimpinan Ustman bin Affan tidak berjalan dengan baik. 
Penyebabnya adalah karena ia menerapkan pembedaan perlakuan 
terhadap tanah yang dimiliki oleh penduduk yang masih terhitung sanak 
keluarganya dan tanah yang dimiliki oleh mereka yang tidak memiliki 
hubungan keluarga dengan Usman. Namun, pada masa Ustman inilah 
mulai dibentuk departemen jawatan pajak. 
Baru setelah Ali bin Abi Thalib menduduki jabatan khalifah, para 
gubernur yang pernah diangkat oleh Usman dipecatnya. Dia juga 
menarik kembali tanah yang dihadiahkan Usman kepada penduduk 
dengan menyerahkan hasil pendapatannya kepada negara dan memakai 
kembali sistem distribusi pajak tahunan di antara orang-orang Islam 








3. Kedudukan Pajak dalam Islam 
Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa 
muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak 
sedangkan pandangan  kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak 
merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram. 
Jika kita liat dari segi maslahat maka pajak ialah suatu hal yang 
diperbolehkan. Pendapat ini diambil dengan asumsi bahwa pajak adalah 
ibadah tambahan setelah zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib 
karena  sebagai bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana amri tersebut 
disini ialah pemerintah. 
Rasulullah SAW pernah menerangkan kepada para sahabatnya 
Radhiyallahu „anhum bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang 
zhalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin: “Bolehkah 
melawan/memberontak?”. Lalu Rasulullah SAW menjawab ; “Tidak boleh! 
Selagi mereka masih menjalankan shalat” Selain itu juga dijelaskan pada 
surat An-Nisa ayat 59 mengenai makna ketaatan pada ulil amri 
ا َآَُّٚأَٰٓ  َٚ ٌَِئف ۡۖ أىُكُِي ِش أَي ألۡٱ ِٙن ْٔ ُأ َٔ  َلُٕس َّشنٱ ْإُعَِٛطأ َٔ  َ َّللَّٱ ْإُعَِٛطأ ْا َٰٕٓ َُُياَء ٍَ ِٚزَّنٱ
 ِِۚشِخَٰٓ ألۡٱ ِو ٕأ َٛ أنٱ َٔ  ِ َّللَِّٱت ٌَ ُُِٕي أُؤذ أُىرُُك ٌِإ ِلُٕس َّشنٱ َٔ  ِ َّللَّٱ َٗنِإ ُِٔ ُّدَُشف ٖء ٙأ َش ِٙف أُىر أعَز
 ََُذ
 ًلٚ ِٔ
أَأذ ٍُ َس أَحأ َٔ  ٞش ٛأ َخ َِكن
 َر  ٥ 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan 
Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul 
(Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik 






Pada ayat tersebut bisa ditarik makna bahwa ketaatan tersebut juga 
memiliki batas yakni pada hal yang bersifat ma‟ruf saja, bukan pada hal yang 
tidak ma‟ruf. Hal lain yang menjadi pertimbangan saya akan pandangan ini 
ialah bahwa pajak tersebut alangkah baiknya dibayarkan sesuai dengan 
hukumnya dikarenakan pajak tersebut pun pada akhirnya akan dinikmati 
masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh Negara. 
Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pada 
tahun 2008, pajak menyumbang hampir 70 % total dana dari APBN dimana 
seperti yang diketahui, ada banyak sektor-sektor yang masih membutuhkan 
dana dari APBN tersebut seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan 
keamanan. Di sektor-sektor itulah dana APBN akan disalurkan. 
Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah 
hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Dan jika kita lihat pada pajak penghasilan, zakat 
yang kita keluarkan akan mengurangi PKP kita, dan jika penghasilan kita 
dibawah PTKP maka kita tidak kena pajak, yang demikian termasuk dalam 
asas keadilan. Tanpa adanya pajak, maka pemerintahan pun tidak akan bisa 
berjalan dengan semestinya dan tentunya hal itu juga akan berimbas kepada 
kita sebagai masyarakat. Jikalau ada perilaku korupsi dalam pajak, itu 
merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi yang melakukannya 







4. Objek Pajak Ekspor 
     Pajak ekspor untuk JKP dikenakan pada beberapa objek, antara lain: 
a. Jasa Maklon 
Jasa Maklon merupakan jasa yang digunakan suatu badan usaha untuk 
menghasilkan barang yang dipesan secara khusus oleh klien atau pemesan. 
Kategori Jasa maklon yang masuk dalam kategori pajak ekspor JKP 
adalah:
20
 Pemesan jasa berada diluar daerah pabean dan berstatus wajib 
pajak luar negeri. Pemesan jasa menyediakan spesifikasi barang yang 
dipesan. Bahan merupakan bahan mentah, bahan setengah jadi atau bahan 
pelengkap yang kemudian diproses menjadi BKP. Kepemilikan barang yang 
dihasilkan oleh jasa maklon adalah pada pemesan JKP. Barang pesanan 
dikirim ke pemesan yang berada diluar daerah pabean.Untuk jasa maklon, 
pemerintah memberikan pengecualian pada ekspor barang. Artinya, barang 
yang dihasilkan dari jasa maklon untuk diekspor tidak dicatatkan sebagai 
ekspor BKP pada SPT Masa PPN. Pajak ekspor untuk sektor jasa perawatan 
dan perbaikan, mencakup: Jasa barang bergerak yang digunakan diluar 
daerah paben. Jasa barang tidak bergerak yang digunakan diluar daerah 
pabean. 
b. Pajak ekspor untuk jasa konstruksi 
     Jasa konstruksi yang dimaksud adalah jasa konsultasi perencanaan 
konstruksi, jasa pengerjaan konstruksi serta jasa pengawasan pekerjaan 
konstruksi. Batasan untuk jasa konstruksi ini meliputi: 
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1. Jasa barang bergerak yang digunakan diluar pabean. 
2. Jasa untuk barang tidak bergerak yang digunakan diluar pabean. 
Pengusaha yang menjalankan ekspor JKP harus melaporkan 
Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak. Pemberitahuan ini dibarengi 
dengan invoice dan Faktur Pajak. 
c. Pajak Ekspor untuk Barang 
Untuk barang, pemerintah sejatinya membebaskan pengusaha yang 
berorientasi ekspor dari pungutan bea. Bahkan, pemerintah memberikan 




Namun, ada beberapa komoditas atau barang yang tetap dibebankan 
pajak ekspor. Nah, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal 
Pengembangan Ekspor Nasional (DJPEN) mewajibkan pajak ekspor harus 
dilunasi barang masuk ke angkutan. 
Pajak ekspor untuk barang ini ditetapkan berdasarkan Harga Patokan 
Ekspor (HPE), yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan diperkuat 
dengan Keputusan Menteri Keuangan (KMK). HPE ini tidak ditetapkan 
sembarangan sebab penetapannya berdasarkan harga rata-rata internasional 
atau bisa juga menggunakan harga rata-rata Free On Board (FOB). 
Barang yang Terkena Pajak Ekspor Seperti yang disebutkan 
sebelumnya bahwa pemerintah memberikan insentif untuk pengusaha yang 
                                                             





berorientasi ekspor. Namun, ada beberapa barang atau komoditas yang tetap 
dikenakan pajak ekspor. 
Alasan pemerintah tetap membebankan pajak ekspor untuk beberapa 
komoditas adalah: 
Menjaga persediaan bahan baku serta menjamin ketersediaan kebutuhan 
didalam negeri. Melindungi kelestarian alam. Menjaga stabilitas barang 
didalam negeri. Meningkatkan daya saing ekspor produk tertentu. Selain itu, 
pemerintah juga ingin agar produk barang yang diekspor merupakan barang 
setengah jadi, dalam arti sudah diolah dan memiliki nilai tambah. Barang 
atau komoditas yang dikenai pajak ekspor menurut DJPEN antara lain: 
1) Rotan, dengan besaran pajak ekspor 15% yang terdiri dari: Rotan asalan 
yang telah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi.Rotan yang telah 
dipoles halus.Hati rotan.Kulit rotan. 
Perhitungan pungutan ekspor (PE) 
Perhitungan pungutan ekspor didasarkan pada harga patokan ekspor 
(HPE) yang diterapkan setiap bulan oleh menteri perdagangan 
berdasarkan harga rata-rata internasional. 
Pungutan ekspor (PE) dihitung berdasarkan rumus : Tarif pajak ekspor 
(PE) x Harga patokan ekspor (HPE) x jumlah satuan barang x nilai 
kurs. 
Contoh : 15 % x 1 x USD 750/MT x 103.070 = 11.595 
2) Kayu, dengan besaran pajak ekspor 15% yang terdiri dari: Veneer. 





3) Produk Pasir, dengan besaran pajak ekspor 15% Pasir kwarsa dan    
silika.Pasir alam. 
4)   Kelapa sawit, crude palm oil (CPO) dan produk turunan, dengan 
besaran pajak 3%   Kelapa sawit, tandan buah segar, inti/biji kelapa 
sawit. CPO, dengan besaran pajak 1%. Demikianlah pajak ekspor yang 
diperuntukkan untuk ekspor barang. Keempat produk yang telah 
disebutkan ini memang diatur pemerintah agar kelangsungan bahan 
baku tetap terjaga dan barang yang diekspor memiliki nilai tambah.
22
 
 Alasan pemerintah memberikan pajak kepada barang-barang 
tersebut adalah untuk menjaga ketersediaan di dalam negeri juga 
menjaga persediaan bahan baku. Jika tidak dikenakan pajak, 
dikhawatirkan menjadi tidak terkontrol dan tidak memiliki stok di 
dalam negeri. 
 Untuk menjaga kelestarian alam dan meningkatkan daya saing 
untuk produk tertentu. Pemerintah juga menginginkan barang yang di 
ekspor adalah barang setengah jadi sehingga memiliki nilai lebih 
nantinya. 
 Itulah penjelasan terkait ketentuan dalam pajak di Indonesia yang 
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A.   Hukum Islam Tentang Sistem Pembayaran Pajak Ekspor 
1. Pengertian pajak dalam Islam 
Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama (Al-Usyr)  atau 
(Al-Maks), atau bisa juga disebut (Ad}-Daribah), yang artinya adalah 
:”Pungutan yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak”. Atau suatu 
ketika bisa disebut (Al-Kharaj), akan tetapi Al-Kharaj biasa digunakan 
untuk pungutan-pungutan yang berkaitan dengan tanah secara khusus. 
Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah: “Suatu pembayaran yang 
dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 
yang dilakukan dalam hal menyelenggaraan jasa-jasa untuk kepentingan 
umum. 
Ada tiga ulama yang memberikan definisi tentang pajak, yaitu Yusuf 
Qardhawi dalam kitabnya Fiqh az-Zakah, Gazi Inayah dalam kitabnya al-
Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-D}aribah, dan Abdul Qadim Zallum 




a. Yusuf Qardhawi berpendapat: 
Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang 
harus disetorkan kepada negara sesuai ketentuan, tanpa mendapat 
prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi 
                                                             





sebagai tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin 
dicapai oleh negara. 
b. Gazi Inayah berpendapat: 
Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh 
pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya 
imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si 
pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secra 
umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah. 
c. Abdul Qadim Zallum berpendapat: 
Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum 
Muslim untuk membiayai berbgai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran 
yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondidi baitul mal tidak ada 
uang/harta. 
Definisi yang diberikan oleh qardhawi dan Inayah, masih terkesan 
sekular, karena belum ada unsur-unsur syari‟ah. Dua definisi tersebut 




Lebih setuju dengan dengan definisi yang dikemukakan oleh Zallum, 
karena dalam definisinya, terangkum lima unsur pokok  yang merupakan 
unsur penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut 
syariat, yaitu : 
1) Diwajibkan oleh  Allah Swt. 
                                                             





2) Objeknya adalah harta (al-Mal). 
3) Subjeknya kaum muslim yang kaya (ghaniyyun), tidak termasuk non 
muslim 
4) Tujuannya untuk membiayai kebuuhan meraka (kaum muslim) saja. 
5) Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus 
segera diatas oleh Ulil Amri. 
Kelima unsur dasar tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip 
penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus 
memenuhi 4 unsur : 
a) Harus adanya nash (Alquran dan Al-Hadis) yang memerintahkan 
setiap sumber pendapatan dan pemungutannya. 
b) Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum Muslim dan non 
Muslim. 
c) Sistem pemungutan zakat dan pajak hahrus menjamin bahwa hanya 
golongan kaya dan golongan makmur yang mempunyai kelebihan saja 
yang memikul beban utama. 
Adanya tuntutan kemaslahatan umum. 
Dengan definisi di atas, jelas terlihat bahwa pajak adalah 
kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri 
sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi d}aribah bukan 
zakat), karena kekosongan atau kekurangan baitul mal,dapat dihapus 
jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada 





mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk 
jihad kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih 
besar jika hal itu dilakukan.
25
 
Dari definisi diatas juga terlihat perbedaan antara pajak 
(d}aribah) dengan kharaj dan jizyah, yang sering kali dalam berbagi 
literatur disebut juga dengan pajak, padahal sesungguhnya, ketiganya 
berbeda. Objek pajak(dharibah) adalah al-Mal (harta), objek jizyah 
adalah jiwa (an-nafs), dan objek kharaj adalah tanah (status 
tanahnya). Namun jika dilihat dari sisi objeknhya, objek pajak 
(d}aribah) adalah harta, sama dengan objek zakat. 
2. Dasar Hukum Pajak dalam Islam 
  Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang 
jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. 
a. Dalil Hukum Pajak dalam Al-quran terdapat pada ayat-ayat berikut ini : 
 ٍَع ًجَش  َِجذ ٌَ َُٕكذ ٌَأ َٰٓ َِّلَإ ِمِط  َث أنِٱت ىَُكُ ٛأ َت ىَُكن  َٕ أَيأ ْا َٰٕٓ ُ هُك
أَأذ َلَ ْإَُُياَء ٍَ ِٚزَّنٱ َآَُّٚأَٰٓ  َٚ
 ٌَّ ِإ ِۚأىُكَُسفََأ ْا َٰٕٓ ُ ُهر أَقذ َلَ َٔ  ِۚأىُكُ ِّي ٖضاََشذ  هللا   ا ًٗ ِٛحَس أىُكِت ٌَ اَك٩٢

“Hai orang orang yang beriman! Janganlah saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha penyayang 
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 Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta 
sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah 
satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya. 
b. Dalil ini bahwasannya Allah telah menjanjikan bagi penduduk negeri yang 
mau beriman dan bertaqwa (yaitu dengan menjalankan perintah dan 
menjauhi laranganNya), mereka akan dijamin oleh Allah mendapatkan 
kebaikan hidup mereka di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak, sebagaimana 
Allah SWT. berfirman : 
َُُٕيآ  ٖ َُشقْنا َمْ َأ ٌَّ َأ ْٕ َن َٔ ِضَْسْلۡا َٔ  ِءا ًَ َّسنا ٍَ ِّي ٍخاَكََشت ىِٓ ْٛ َهَع َاَُْحَرَفن ا ْٕ َقَّذا َٔ  ا
  ٌَ ُٕثِسَْكٚ إَُاَك ا ًَ ِت ُىَْا ْزََخَأف إُتَّزَك ٍِك
 َن َٔ٢٩  
“Seandainya penduduk suatu negeri mau beriman dan beramal shalih, 
niscaya Kami limpahkan kepada mereka berkah (kebaikan yang 
melimpah) baik dari langit atau dari bumi, tetapi mereka mendustakan 
(tidak mau beriman dan beramal shalih), maka kami siksa mereka 
disebabkan perbuatannya”.(QS. Al- A‟ra>f (7): 96).27 
 
Ketergantungan kita kepada diterapkannya pajak, merupakan salah 
satu akibat dari pelanggaran ayat di atas, sehingga kita disiksa dengan 
pajak itu sendiri. Salah satu bukti kita melanggar ayat di atas adalah betapa 
banyak di kalangan kita yang tidak membayar zakatnya terutama zakat 
mal. Ini adalah sebuah pelanggaran. Belum terhitung pelanggaran-
pelanggaran lain, baik yang nampak atau yang samara. 
Kalau manusia mau beriman dan beramal shalih dengan 
menjalankan semua perintah (di antaranya membayar zakat sebagaimana 
mestinya) dan menjauhi segala laranganNya (di antaranya menanggalkan 
                                                             






beban pajak atas kaum muslimin), niscaya Allah akan berikan janji-Nya 
yaitu keberkahan yang turun dari langit dan dari bumi. 
Bukankah kita menyaksikan beberapa negeri yang kondisi alamnya 
kering lagi tandus, tetapi tatkala mereka mengindahkan sebagian besar 
perintah Allah, maka mereka mendapatkan apa yang dijanjikan Allah 
berupa berkah/kebaikan yang melimpah dari langit dan bumi, mereka 
dapat merasakan semua kenikmatan dunia. Sebaliknya, betapa banyak 
negeri yang kondisi alamnya sangat strategis untuk bercocok tanam dan 
sangat subur, tetapi tatkala penduduknya ingkar kepada Allah dan tidak 
mengindahkan sebagian besar perintah-Nya, maka Allah hukum mereka 
dengan ketiadaan berkah dari langit dan bumi mereka, kita melihat hujan 
sering turun, tanah mereka subur nan hijau, tetapi mereka tidk pernah 
merasakan berkah yang mereka harapkan.  
3. Sistem Bayar Pajak dalam Hukum Islam 
Dalam hukum Islam sistem pembayaran pajak yaitu: 
a. Jizyah  
Jizyah atau jizya (Arab: حْٚزج; Bahasa Turki Utsmaniyah: cizye) adalah  
pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-Muslim pada suatu 
negara di bawah peraturan Islam. Sebagai imbalannya, pihak non-Muslim 
yang membayar Jizyah kepada negara dibiarkan untuk mempraktikkan 
ibadah mereka, untuk menikmati sejumlah kebebasan komunal tertentu, 
berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan negara atas agresi dari 





hanya kepada umat muslim. Istilah Arab jizyah ada pada Al-Qur'an Surah 




Jizyah dikritik karena dikhususkan pada non-Muslim, meski 
sebenarnya bagi umat muslim sendiripun diwajibkan untuk membayar 
Zakat, baik zakat tahunan maupun zakat harta, yang diberikan untuk 
kalangan yang berhak dan membutuhkan. 
pajak kepala yang dikenakan kepada kafir zimmi, yaitu non muslim 
yang hidup di negara/pemerintahan Islam dengan mematuhi peraturan dan 
perundang-undangan pemerintahan Islam untuk melindungi jiwa, 
keselamatan, kemerdekaan dan hak-hak asasi mereka. Dalam menghadapi 
negara non Islam terdapat tiga pilihan yang ditawarkan Islam : masuk 
Islam,  membayar jizyah atau diperangi. Bagi yang masuk Islam mereka 
aman, tidak diperangi dan tidak ada kewajiban membayar jizyah. Bagi 
yang tidak mau masuk Islam ada dua pilihan yaitu membayar jizyah atau 
diperangi. 
b. Kharaj 
    Pajak bumi ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin 
lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para 
pemiliknya. Sebagai imbalannya maka pemiliknya mengeluar-kan pajak 
bumi kepada pemerintah Islam, Kharaj adalah cukai hasil tanah yang 
dikenakan ke atas orang bukan Islam. Dalam undang-undang syariah, 
                                                             





Kharaj adalah cukai untuk tanah pertanian. Kharaj tidak disebut dalam 
Quran atau Hadits tetapi lebih ke ijma' atau konsensus ulama Islam dan 
bagian dari tradisi Islam atau urf. 
Dalam sejarah Islam, Kharaj berupa bea yang dikenakan atas tanah 
yang telah dirampas dari Kekaisaran Bizantium dan Sassanid, baik melalui 
perang atau damai. Jika perjanjian damai antara kaum Muslim dan 
penduduk ini sepakat mengatakan tanah tersebut adalah milik Daulah 
Islamiyah (negara), dan mereka mengakuinya dengan membayar Kharaj, 
maka mereka harus menunaikannya. Kharaj menurut bahasa berarti al-
kara '(sewa) dan al-ghullah (hasil). Setiap tanah yang diambil dari kaum 
kuffar dengan cara paksa, setelah diumumkan perang terhadap mereka, 
maka tanah teresbut dikategorikan sebagai tanah kharajiyah. Meskipun 
mereka masuk Islam setelah penaklukan itu, namun tanah tersebut 
statusnya masih tanah kharajiyah. 
c. 'Usyur 
     pajak perdagangan, atau bea cukai (pajak Impor dan Ekspor). 
Mengingat bahwa kebutuhan biaya pembangunan dalam arti luas sangat 
besar termasuk jalannya roda pemerintahan, maka dibutuhkan dana yang 
cukup besar yang tidak dapat ditopang oleh zakat semata, Islam 
membenarkan pemungutan pajak. 
Para ulama sejak zaman sahabat, seperti Ibnu Umar, Atha', Ibnu 
Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khathab dan lainnya, demikian pula 





lagi kewajiban muslim terhadap hartanya yang perlu dikeluarkan seperti: 
Infaq, Shadaqah ataupun pajak.
29
 
Dalam hal ini Imam Asy-Syathiby menyatakan secara tegas "Bila kas 
negara telah kosong, kebutuhan rakyat dan kemaslahatan umum tidak 
terpenuhi, roda pemerintahan tidak akan lancar karena kurangnya devisa/ 
pendapatan maka pemerintah yang adil dapat memungut pajak pada orang-
orang yang mampu selain zakat." 
Pajak hukumnya mubah atau boleh (dapat dibenarkan oleh Islam), 
sebab kita sepakat bahwa tidak diragukan lagi adanya manfaat besar yang 
dapat diraih lewat pajak tersebut. 
Pemungutan pajak diperbolehkan dalam Islam seperti yang dikata-kan 
oleh Monzer Kahf (seorang ahli ekonomi muslim), harus terlebih dahulu 
memperhatikan beberapa hal penting diantaranya bahwa: 
1) Pajak yang dikeluarkan harus sesuai dengan kemampuan baik kekayaan 
maupun sumber penghasilan Wajib Pajak. 
2) Orang yang miskin harus dibebaskan dari membayar pajak. 
3) Pajak dapat dilaksanakan jika telah disetujui oleh wakil rakyat. 
4) Alokasi penerimaan pajak harus dikeluarkan dengan ketentuan syari‟ah. 
Hukum Islam sebagai hukum agama yang paling dominan di Indonesia, 
memiliki kedudukan yang strategis sebagai bahan bagi pembentukan 
hukum nasional karena secara teoretis hukum Islam, hukum Adat dan 
hukum Barat mempunyai nilai dan peluang yang sama untuk dijadikan 
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sebagai sumber dalam implementasi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, 
integrasi hukum di Indonesia seringkali dilakukan. Misalnya ketika 
membincangkan hukum perkawinan di Indonesia, maka akan dijumpai 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu produk integrasi hukum 
Islam dan hukum Positif di Indonesia. 
Usaha serupa juga dilakukan pemerintah terhadap hukum zakat yang 
dikompilasikan dengan hukum pajak. Pada 20 Agustus 2010, pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 Tentang Zakat 
Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat 
Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Peraturan Pemerintah inilah 
sebenarnya yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) 
huruf g. 
Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-163/PJ/2009. Usaha integrasi 
antara zakat dan pajak tersebut tidak berhenti hanya pada level legal 
formal, namun juga berkembang sebagai wacana yang dikembangkan oleh 
Masdar Farid Mas‟udi dengan jargonnya Pajak itu Zakat. Akan tetapi 
Masdar melihat integrasi zakat dan pajak pada level filosofisnya.
30
 
Mengapa harus ada integrasi antara zakat dan pajak? Karena zakat 
merupakan ibadah yang ketentuannya ada dalam nash, tetapi masalah 
pengurusannya diserahkan kepada penguasa atau ulûl amri. Artinya, zakat 
secara eksplisit dinyatakan ada petugasnya. Begitu juga salah satu tujuan 
pokok dari zakat adalah upaya mewujudkan keadilan sosial (social 
                                                             





justice), sama tujuannya dengan pembentukan sebuah pemerintahan. 
Sebab, sejarah telah menunjukkan, bahwa zakat bersama pajak (jizyah dan 
kharaj) telah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat dan sekaligus 
menjadi sumber keuangan yang amat potensial bagi negara dan pemerintah 
(baitul mâl atau state institution) sebagai mewujudkan keadilan dan 
kesejahteraan sosial. Dengan demikian, political elite, menempati posisi 
penting dalam rangka merealisasikan misi dan tujuan ajaran zakat.
31
 
Zakat bukanlah semata-mata urusan yang bersifat karitatif 
(kedermawanan), tetapi juga otoritatif (perlu ada kekuatan memaksa). Hal 
ini karena zakat memiliki posisi dan kedudukan yang sangat strategis 
dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan 
meningkatka ekonomi masyarakat, jika pengumpulan dan penyalurannya 
dikelola secara amanah, transparan dan profesional. Seperti di Indonesia, 
pengaturan kelembagaan zakat meliputi bentuk dan administrasi negara, 
manajemen dan sanksi bagi lembaga yang lalai. Karena itu, pemerintah 
berkesimpulan bahwa manajemen yang kuat dan terlembaga diperlukan 
untuk memungkinkan zakat berkembang, tidak saja dalam konteks 
pemenuhan kewajiban keagamaan seorang muzaki, melainkan juga dalam 
kerangka strategi struktural untuk meningkatkan harkat hidup orang-orang 
yang lemah ekonominya. 
Zakat merupakan salah satu ibadah dalam bidang harta yang 
mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik 
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yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzaki), Penerima harta 
zakat (mustahik), maupun bagi masyarakat keseluruhan. Menurut Yûsuf 
al-Qaradhawi, secara umum terdapat dua tujuan dan ajaran zakat, yaitu 
untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. 
d. Zakat dan Pajak dalam Hukum Islam 
Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, subur atau 
bertambah. Adapun menurut pengertian syara', zakat berarti mengeluarkan 
kadar tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan  
kepada golongan  tertentu. Sedangkan  pajak menurut istilah adalah " 
pungutan  yang ditarik dari rakyat oleh para penarik pajak". 
Adapun menurut ahli bahasa, pajak adalah "Suatu pembayaran yang 
dilakukan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran  
yang dilakukan dalam  hal menyelenggarakan  jasa-jasa untuk kepentingan  
umum". Zakat merupakan  pilar utama dalam sistem keuangan Islam 
sekaligus sebagai instrumen utama dalam  kebijakan  fiskal Islam.  Zakat 
merupakan  rukun Islam dan  salah satu bentuk kewajiban bagi seorang 
Muslim untuk mengeluarkan sebagian  pendapatan atau hatanya yang telah 
memenuhi syarat dan ketentuan yang telah di gariskan. 
Zakat merupakan suatu lembaga yang unik yang tidak sama dengan   
pajak-pajak yang di tetapkan oleh suatu  Negara. Hal ini dikarenakan zakat 
merupakan  suatu pajak atas kekayaan dan  bukan atas pemasukan, 
dikumpulkan dari orang  kaya dan digunakan untuk orang  miskin, asuransi  





dengan peraturan  yang ditentukan  oleh Rasulullah, hukum dan sistem 
operasionalnya sederhana.  
Abu Bakar Ash-Shidiq ketika memerangi orang-orang yang enggan 
membayar zakat beliau berkata, "Demi Allah! Seandainya mereka tidak mau 
membayar seekor anak kambing betina yang dahulu mereka bayarkan 
kepada Rasulullah. Sungguh, aku akan memerangi mereka karenanya." 
 Zakat dalam ajaran Islam terbagi dalam dua kategori, yaitu Zakat 
Fitrah (jiwa) yang dibayarkan pada malam hari raya Idul Fitri dan Zakat 
Mal  (harta)  yang dibayarkan  setiap waktu dalam satu tahun.kedua jenis 
zakat ini memiliki fungsi teologis. Zakat fitrah berfungsi menyempurnakan 
puasa dibulan Ramadhan. Sedangkan Zakat Mal berfungsi menyucikan 
harta jiwa selama setahun. Selain fungsi teologis, Zakat mempunyai fungsi 
pagmatis, yaitu sebagai sarana pemberdayaan ekonomi rakyat serta 
pencapaian keadilan sosial. 
   Pengenaan pajak dilakukan dari sisa  nafkah (setelah di kurangi 
kebutuhan hidup). Jumlah pajak yang dipungut secara makro harus 
ekuivalen dengan jumlah kebutuhan Baitul Mal yang digunakan untuk 
memenuhi kewajiban-kewajiban Baitul Mal, sehingga pajak tidak boleh 
dipungut melebihi kebutuhan sebagaimana mestinya. Kemudian jika 
kebutuhan Baitul Mal telah terpenuhi dan Baitul Mal sudah mampu 
memenuhi kewajiban-kewajibannya dari sumber-sumber penerimaan rutin, 





ِٱت ٌَ ُُِٕي أُؤٚ َلَ ٍَ ِٚزَّنٱ ْإُهِر  َقِهالل  َو َّشَح اَي ٌَ ُٕي ِّشَُحٚ َلَ َٔ  ِشِخَٰٓ ألۡٱ ِو ٕأ َٛ أنِٱت َلَ َٔ 
ِهالل ْإُط أُعٚ  ٗ َّرَح َة  َرِك أنٱ ْإُذُٔأ ٍَ ِٚزَّنٱ ٍَ ِي ِّقَح أنٱ ٍَ ِٚد ٌَ َُُِٕٚذٚ َلَ َٔ  ۥُُّنُٕسَس َٔ
  ٌَ ُٔشِغ  َص أُىْ َٔ  َٖذٚ ٍَع ََحٚ أزِج أنٱ٩٢

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula 
kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah di 
haramkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak beragama dengan agama 
yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab 
kepada mereka, sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh, 




Berikut adalah perbedaan zakat dengan pajak, antara lain sebagai 
berikut: 
1. Zakat  
a. Zakat ditetapkan oleh Al-Qur‟an sedangkan pajak kewajibannya   
berdasarkan Undang-undang. 
b. Zakat merupakan kewajiban terhadap agama yang apabila dilanggar   
mendapat dosa dan mendapat hukuman di akherat, sedangkan pajak 
merupakan kewajiban terhadap negara apabila dilanggar mendapatkan 
hukuman di dunia. 
c. Zakat diwajibkan kepada umat muslim yang kaya, sedangkan pajak 
diwajibkan untuk semua rakyat muslim maupun non muslim. 
d. Kadar kewajiban zakat ditetapkan berdasarkan Al-Qur‟an dan hadist 
nabi SAW; sedangkan kadar kewajiban pajak ditetapkan oleh negara 
sesuai dengan kebutuhan. 
e. Zakat hanya diserahkan kepada asnaf yang selapan seperti yang 
ditetpkan Allah SWT dalam Al-Qur‟an; pajak diserahkan Allah SWT 
                                                             






dalam bentuk pembangunan berbagai sarana untuk kemaslahatan 
bersama. 
f. Zakat tidak mungkin dihapuskan meskipun para mustakhiknya tidak 
ada lagi yang membutuhkan, sedangkan pajak mungkin saja 




g.  kewajiban yang ditetapkan berdasarkan Al-Qur‟an. Oleh karena itu 
kedudukannya sebagai ibadah yang memerlukan niat dalam 
pelaksanannya. Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan berdasarkan 
undang-undang perpajakan yang ditetapkan oleh penguasa atau 
pemerintah. Oleh karena itu kedudukannya adalah sebagai kedudukan 
sosial yang tidak memerlukan niat.34 
h. Diwajibkan kepada seluruh umat islam saja disuatu negara 
i. Kewajiban agama bagi umat islam yang harus dibayar dalam keadaan 
seperti apapun. 
j. Sumber dana besar zakat ditentukan berdasarkan kitab suci Al-Qur'an 
dan sunnah dan tidak boleh diubah oleh seseorang maupun 
pemerintah Butir-butir pengeluaran dan orang-orang yang berhak 
menerima harta zakat juga dinyatakan oleh Al-Qur'an dan sunnah 
zakat diperoleh dari orang berharta dan diterima kepada golongan 
yang di tentukan Al-Qur'an Hadits Zakat dikenakan bukan terhadap 
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uang saja tetapi juga terhadap barang-barang komersil, hasil 
pertanian, barang tambang, dan ornamen.35 
2. Pajak 
a. Merupakan kebijakan ekonomi yang diterapkan untuk memperoleh 
pendapatan pemerintah 
b. Dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan 
agama maupun ras 
c. Dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa 
d. Besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan 
keperluan pemerintah suatu negara. 
e. Pembelanjaan pajak biasanya dapat diubah atau dimodifikasi 
menurut kebutuhan pemerintah 
f. Pajak biasa memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus 
orang miskin pajak dikenakan terhadap uang. 36 
3. Jenis Pajak dibagi menjadi 2 : 
a. Pajak yang diambil secara „adil dan memenuhi berbagai syaratnya. 
 Pajak yang diambil secara zhalim dan melampaui batas. 
b. Pajak yang diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan 
darurat untuk memenuhi kebutuhan negara atau untuk mencegah 
kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan negara tidak 
cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka 
dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya 
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menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan 
mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adna> al-
mashlahatain tahshilan li a‟la>huma” (sengaja tidak mengambil 
mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashalat yang 
lebih besar) dan “yatahammalu ad}-d}arar al-kha>s li daf‟i 
d}ararin „a>m” (menanggung kerugian yang lebih ringan dalam 
rangka menolak kerugian yang lebih besar).
37
 
Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali 
dalam al-Mustashfa dan asy-Syatibhi dalam al-I‟tisham ketika 
mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan 
kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan 
retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa 
berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan 
merupakan kewajiban yang lain disamping kewajiban zakat.  
Allah ta‟ala berfirman:  
 ِٱت ْإَُُياَء ٍَ ِٚزَّنٱ ٌَ ُُِٕي أؤ ًُ أنٱ ا ًَ ََِّإِِهالل  َن َُّىث ِّۦِنُٕسَس َٔ أىِٓ ِن  َٕ أَيِأت ْأَُذٓ  َج َٔ  ْإُتَاذ أَشٚ أى
 ِمِٛثَس ِٙف أىِٓ ُِسفََأ َِِٔهاللِِۚ  ٌَ ُٕقِذ  ََّٰنٱ ُُىْ َِكك
َٰٓ  َن ْٔ ُأ ٥٥
”Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang 
yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka 
tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa 




Allah SWT berfirman yang berbunyi : 
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 ُفََأ َٔ  أىُِكن  َٕ أَيِأت ْأُذِٓ  َج َٔ  ٗلََاِقث َٔ  اٗفَافِخ ْأُِشفَٱ ِمِٛثَس ِٙف أىُكِسِِهاللِۚ  أىُكَّن ٞش ٛأ َخ أىُكِن
 َر 
 ٌَ ٕ ًُ َه أَعذ أُىرُُك ٌِإ١٥  
”Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, 
dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang 






Dengan demikian, salah satu hak penguasa kaum muslimin adalah 
menetapkan berapa besaran beban berjihad dengan harta kepada setiap 
orang yang mampu. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh 
pengarang Ghiyats al-Umam dan juga pendapat An Nawawi dan ulama 
Syafi‟iyah yang lain, dimana mereka merajihkan pendapat bahwa 
kalangan kaya dari kaum muslimin berkewajiban membantu kaum 
muslimin dengan harta selain zakat. 
Termasuk dari apa yang kami sebutkan, (pungutan dari) berbagai 
fasilitas umum yang bermanfaat bagi seluruh individu masyarakat, yaitu 
(yang memberikan) manfaat kepada seluruh masyarakat dan 
perlindungan mereka dari segi keamanan (militer) dan ekonomi yang 
tentunya membutuhkan biaya (harta) untuk merealisasikannya sementara 
hasil dari zakat tidak mencukupi. Bahkan, apabila dakwah kepada Allah 
dan penyampaian risalah-Nya membutuhkan dana, (maka kewajiban 
pajak dapat diterapkan untuk memenuhi keperluan itu), karena 
merealisasikan hal tersebut merupakan kewajiban bagi tokoh kaum 
muslimin dan biasanya seluruh hal itu tidak dapat terpenuhi dengan 
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hanya mengandalkan zakat. Kewajiban tersebut hanya bisa terealisasi 
dengan penetapan pajak di luar kewajiban zakat. Oleh karena itu, 
kewajiban ini ditopang kaidah “ma> la> yatimmu al-wajib illa bihi fa 
huwa wajib“, sesuatu dimana sebuah kewajiban tidak sempurna kecuali 
denganya, maka sesuatu itu bersifat wajib. Kemudian, setiap individu 
yang memanfaatkan fasilitas umum yang telah disediakan oleh 
pemerintah Islam untuk dimanfaatkan dan untuk kemaslahatan individu, 
maka sebaliknya sudah menjadi kewajiban setiap individu untuk 
memberi kompensasi dalam rangka mengamalkan prinsip “al-ghurm bi 
al-ghunm”, tanggungan kewajiban seimbang dengan manfaat yang 
diambil. Namun, ketetapan ini terikat dengan sejumlah syarat, yaitu : 
Bait al-ma>l mengalami kekosongan dan kebutuhan negara untuk 
menarik pajak memang sangat dibutuhkan sementara sumber pemasukan 
negara yang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak ada. Pajak 
yang ditarik wajib dialokasikan untuk berbagai kepentingan umat dengan 
cara yang adil. 
  Bermusyawarah dengan ahlu ar-ra‟yi dan anggota syura dalam 
menentukan berbagai kebutuhan negara  yang membutuhkan dana tunai 
dan batas maksimal sumber keuangan negara dalam memenuhi 
kebutuhan tersebut disertai pengawasan terhadap pengumpulan dan 
pendistribusian dana tersebut dengan cara yang sejalan dengan syari‟at. 
Pajak jenis ini, yang dibagikan secara adil dan dengan cara yang 





penamaan yang berbeda-beda sebagaimana hal ini didukung oleh 
perbuatan „Umar in al-Khathab di masa kekhalifahannya, dimana beliau 
mewajibkan pajak sebesar 10% kepada para pedagang ahlu al-harb, 
sedangkan untuk pedagang ahlu az>-z>immah sebesar 5%, dan 2,5% bagi 
pedagang kaum muslimin.
40
 Sedangkan pajak jenis kedua yang diambil 
secara tidak wajar dan zhalim, maka hal itu tidak lain merupakan bentuk 
penyitaan sejumlah harta yang diambil dari pemiliknya secara paksa tanpa 
ada kerelaan darinya. Hal ini menyelisihi prinsip umum syari‟at Islam 
yang terkait dengan harta, yaitu hukum asal dalam permasalahan harta 
adalah haram diganggu karena berpedoman pada dalil-dalil yang banyak, 
diantaranya adalah Sabda Nabi SAW. Berdasarkan hal ini, maka berbagai 
hadits, baik yang shahih maupun yang tidak, yang mencela para pemungut 
pajak dan mengaitkannya dengan siksa yang berat, kesemuanya dibawa 
kepada makna pajak yang diberlakukan secara tidak wajar dan zhalim, 
yang diambil dan dialokasikan tanpa hak dan tanpa adanya pengarahan. 
Hal ini berarti pegawai yang dipekerjakan untuk memungut pajak 
dipergunakan oleh para raja dan penguasa serta pengikutnya untuk 
memenuhi kepentingan dan syahwat mereka dengan mengorbankan kaum 
fakir dan rakyat yang tertindas. 
41
 Inilah kondisi riil yang tersebar luas di 
pelosok dunia ketika Islam telah berkembang. Berbagai pajak yang tidak 
wajar diwajibkan oleh beberapa pemerintahan pada saat ini di tengah-
tengah manusia dan atas kaum fakir, khususnya kaum muslimin. 
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Kemudian, pajak tersebut disetorkan kepada para pemimpin, penguasa dan 
kalangan elit, yang pada umumnya digunakan untuk memenuhi syahwat 
dan kesenangan mereka dan hal itu tertuang dalam berbagai protokol resmi 
kenegaraan ketika menerima tamu dari kalangan para raja dan pemimpin. 
Demikian pula pajak tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai pesta 
dan festival yang didalamnya terdapat kemaksiatan dan minuman keras, 
mempertontonkan aurat, pertunjukan musik dan tari serta kegiatan batil 
lainnya yang jelas-jelas membutuhkan biaya yang mahal. Maka, pajak 
jenis ini seperti yang dinyatakan oleh sebagian ulama bahwa pajak tersebut 
justru dipungut dari kalangan miskin dan dikembalikan kepada kalangan 
elit. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka seorang muslim yang peduli 
akan agamanya berkewajiban menjauhi segala bentuk keharaman dan 
kemaksiatan serta menjauhkan diri dari setiap pekerjaan yang justru akan 
memperbanyak dosa dan mengotori harta yang dimilikinya. Sebagaimana 
dia berkewajiban untuk tidak menjadi alat dan perantara untuk memaksa 
dalam tindak kezhaliman yang digunakan oleh para pelakunya dalam  
membebani manusia dengan berbagai pungutan harta. Bahkan, bisa jadi 
dia termasuk pelaku kezhaliman itu sendiri, karena biasanya seorang yang 
berserikat dengan para pelaku kezhaliman dan berbagi harta yang haram 
dengan mereka, (maka hal itu juga merupakan tindak kezhaliman), karena 
syari‟at apabila mengharamkan suatu aktivitas, maka uang yang diperoleh 





Adapun penetapan pajak di samping zakat, apabila tidak ditemukan 
sumber keuangan untuk memenuhi suatu kebutuhan negara kecuali dengan 
adanya penetapan pajak, maka boleh memungut pajak bahkan hal itu 
menjadi wajib Inilah yang nampak bagiku dalam permasalahan ini. 
Apabila benar, maka hal itu berasal dari Allah dan jika keliru, maka hal itu 
berasal dari diriku. Saya memohon kepada Allah untuk meneguhkan 
langkah kita, menjauhkan kita dari kesesatan, memberi taufik kepada kita 
untuk mengerjakan amalan yang mengandung kebaikan di dunia dan 
akhirat, serta menjadikan diri kita sebagai sarana dalam memperbaiki 
manusia dan negara. Sesungguhnya Dia-lah yang Maha menguasai dan 
Maha berupaya atas hal itu. 
4. Karakteristik Pajak (D}aribah)Menurut Syariat 
Ada beberapa ketentuan tentang pajak (d}aribah) menurut syariat 
Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem 
kapitalis (non-Islam) yaitu: 
42
 
a. Pajak (d>aribah) bersifat temporer, hanya boleh dipungut ketika di 
baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di baitulmal sudah 
terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. 
b. Pajak (d}aribah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang 
merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang 
diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. 
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c. Pajak (d}aribah) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak 
dipungut dari non-Muslim. Sebab pajak (d}aribah) dipungut untuk 
membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, 
yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak 
non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan 
alasan tidak boleh diskriminasi. 
d. Pajak (d}aribah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, 
tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang 
memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan 
kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi dirinyadan 
keluarganya menurut kelayakan kelayakan masyarakat sekitar. 
e. Pajak (d}aribah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan 
yang diperlukan, tidak boleh lebih. 
f. Pajak (d}aribah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. 
Menurut teori non-Islam, tidak akan dihapus karean hanya itulah 
sumber pendapatan. 
Pajak (D}aribah) merupakan suatu bentuk muamalah dalam 
bidang ekonomi, yang befungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan 
negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan 
bersama (kolektif) seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. 









5. Macam-Macam Pajak Dalam Islam  
a. Al-Jizyah: Upeti yang harus dibayarkan ahli kitab kepada  
pemerintahan Islam. 
b. Al-Kharaj: Pajak bumi yang dimiliki oleh negara Islam. 
c. Al-Usyur: Bea cukai bagi para pedagang non muslim yang masuk 
kenegara Islam. 
6.  Kedudukan Pajak Dalam Islam 
Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa 
muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya 
pajak sedangkan pandangan kedua yakni yang  bahwa penarikan pajak 
merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan 
haram. 
Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim 
atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah 
satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah 
menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. 
Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah SAW. Di sisi lain ada 
pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain 
zakat.  
Dalilnya yang berbunyi: 
                                                             






 ِّٙ ِثَُّنٱ َٔ  ِة
 َرِك أنٱ َٔ  ِحَكِك
َٰٓ  َه ًَ
أنٱ َٔ  ٗ ًَ
 َ َرٛ أنٱ َٔ   ٗ َت أُشق أنٱ ِ٘ٔ َر ِّۦِّثُح  ٗ َهَع َلا ًَ
أنٱ َٗذاَء َٔ  ٌَ ۧۧ
 ٍَ أتٱ َٔ  ٍَ ِٛك  َس ًَ
أنٱ َٔ َج  ٕ َك َّزنٱ َٗذاَء َٔ  َج  ٕ َه ََّٰنٱ َوَاَقأ َٔ  ِبَاق ِّشنٱ ِٙف َٔ  ٍَ ِِٛهئَٰٓا َّسنٱ َٔ  ِمِٛثَّسنٱ
 ِِۗس أَأث أنٱ ٍَ ِٛح َٔ  ِءَٰٓا َّش َّضنٱ َٔ  ِءَٰٓاَس
أَأث أنٱ ِٙف ٍَ ِِٚشث  ََّٰنٱ َٔ  
ۡۖ
ْأَُذٓ  َع اَرِإ أىِْ ِذ ٓأ َِعت ٌَ ُٕفٕ ًُ
أنٱ َٔ
ٱ ُُىْ َِكك
َٰٓ  َن ْٔ ُأ َٔ  
ۡۖ
ْإُقَذَص ٍَ ِٚزَّنٱ َِكك
َٰٓ  َن ْٔ ُأ  ٌَ ُٕقَّر ًُ أن٥١١
 
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu 
kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada 
Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan 
memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak 
yatim,orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan 
orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, 
mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang -orang yang menepati 
janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam 
kesempitan,penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang 
yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” 




 ٖد  َشُٔش أع َّي ٖد
 ََُّج َأَشََأ َٰ٘ٓ ِزَّنٱ َٕ ُْ َٔ ًاِفَهر أخُي َع أس َّزنٱ َٔ  َم أخَُّنٱ َٔ  ٖد  َشُٔش أعَي َش ٛأ َغ َٔ
 ْإُذاَء َٔ  َش ًَ
أَثأ َٰٓاَرِإ َۦِِٰٓ ِش ًَ َث ٍِي ْإُهُك ِۚ ّٖ ِث
 ََشرُي َش ٛأ َغ َٔ  ا ٗٓ ِث
 ََشرُي ٌَ ا َّي ُّشنٱ َٔ  ٌَ ُٕر ٚأ َّزنٱ َٔ  ۥُُّهُُكأ
 ًُ أنٱ ُّةُِحٚ َلَ ۥُ ََِّّإ 
ِۚ
ْا َٰٕٓ ُفِش أُسذ َلَ َٔ  ۡۦِِۖ ِداَََٰح َو ٕأ َٚ ۥُ َّّقَح ٍَ ِٛفِش أس٥١٥  
 
“Dan  Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang 
tidak berjunjung,  pohon kurma, tanam -tanaman yang bermacam-macam 
buahnya,zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak 
sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam -macam itu) 
bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya 
(dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih -lebihan. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan ( 
QS. Al-An‟am (6): 141)45 
 
Abdur Razaq dalam Mushannaf Abd ar-Razaq meriwayatkan dari 
Abdullah ibn Umar ra. yang menuturkan, ayahnya yakni Umar bin 
Khathab. memungut pajak dari Nabth (gandum dan minyak zaitun), 
jumhur ulama Madzhab Hanbali, seperti Ibnu Taimiyah, membolehkan 
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pengumpulan pajak yang mereka sebut dengan al-kalf as-sulthaniyah. 
Jumhur ulama Madzhab Hanbali menilai pajak yang diambil dari orang-
orang yang mampu secara ekonomis merupakan jihad harta. Jalan tengah 
dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang 
wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya 
keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain 
berupa pajak (d}aribah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi 
Abu Bakar Ibn al-Arabi, Imam Malik, Imam Qurtub, Imam Syatibi, 
Mahmud Syaltut, dan lain-lain. Diperbolehkannya memungut pajak 
menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk 
kemaslahatan umat. Karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk 
membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak 
dibiayai, maka akan timbul kemadaratan. Para ulama yang mendukung 
diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka 
maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit 
Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila 
memenuhi 4 kriteria : 
1) Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar 
diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah. 
2) Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan 
rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap 
semua orang yang mampu membayar. 





4)  Jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. 
Allah SWT berfirman dalam surah nya yang berbunyi: 
ِ٘زَّنٱ َكِّتَس ِى أسِٱت أأَش أقٱ   ََقهَخ٥   ٍَقهَع ٍأ ِي ٍَ  َسَ ِ ألۡٱ ََقهَخ٩   ُوَش أَك ألۡٱ َكُّتَس َٔ  
أأَش أقٱ
٣ِ   َِىَهق أنِٱت َىَّهَع ِ٘زَّنٱ ١أ   أَىه أَعٚ أَىن اَي ٍَ  َسَ ِ ألۡٱ َىَّهَع٥ 
 
“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan 
Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 





Surah ini adalah surah yang pertama kali turun kepada Rasulullah 
SAW  turun pada awal-awal kenabian ketika Beliau tidak mengetahui 
apa itu kitab dan apa itu iman. Lalu Jibril datang kepada Beliau 
membawa wahyu dan menyuruh Beliau membaca, ia berkata, 
“Bacalah”. Dengan terperanjat Muhammad SAW menjawab, “Saya 
tidak dapat membaca.” Beliau lalu direngkuh oleh Malaikat Jibril 
hingga merasakan kepayahan, lalu dilepaskan sambil disuruh 
membacanya sekali lagi, “Bacalah.” Tetapi Muhammad shallallahu 
'alaihi wa sallam masih tetap menjawab, “Aku tidak dapat membaca.” 
Begitulah keadaan berulang sampai tiga kali, dan pada ketiga kalinya 
Jibril berkata kepadanya, “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 
yang Menciptakan Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah 
Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah Yang mengajar 
                                                             






(manusia) dengan perantaran kalam Dia mengajar kepada manusia apa 
yang tidak diketahuinya.Yakni yang menciptakan semua makhluk. 
Pada ayat selanjutnya disebutkan secara khusus manusia di antara 
sekian ciptaan-Nya. Oleh karena itu, yang telah menciptakan manusia 
dan memperhatikannya dengan mengurusnya, tentu akan mengaturnya 
dengan perintah dan larangan, yaitu dengan diutus-Nya rasul dan 
diturunkan-Nya kitab. Yakni banyak dan luas sifat-Nya, banyak 
kemuliaan dan ihsan-Nya, luas kepemurahan-Nya, dimana di antara 
kemurahan-Nya adalah mengajarkan berbagai ilmu kepada manusia. 
Maksudnya, Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. 
Hal itu, karena manusia dikeluarkan-Nya dari perut ibunya dalam 
keadaan tidak tahu apa-apa, lalu Dia menjadikan untuknya 
pendengaran, penglihatan dan hati serta memudahkan sebab-sebab ilmu 
kepadanya. Dia mengajarkan kepadanya Al-Qur‟an, mengajarkan 
kepadanya hikmah dan mengajarkan kepadanya dengan perantaraan 
pena, dimana dengannya terjaga ilmu-ilmu. Maka segala puji bagi Allah 
`yang telah mengaruniakan nikmat-nikmat itu yang tidak dapat mereka 
balas karena banyaknya. Selanjutnya Allah SWT mengaruniakan 
kepada mereka kekayaan dan kelapangan rezeki, akan tetapi manusia 
karena kebodohan dan kezalimannya ketika merasa dirinya telah cukup, 
Ia malah bertindak melampaui batas dan berbuat zalim serta bersikap 
sombong terhadap kebenaran seperti yang diterangkan dalam ayat 





Tuhannya, dan tidak takut kepada pembalasan yang akan diberikan 
kepadanya, bahkan keadaannya sampai meninggalkan petunjuk dengan 
keinginan sendiri dan mengajak manusiauntuk meninggalkannya, dan 
sampai melarang orang lain menjalankan shalat yang merupakan amal 
yang paling utama. 
Allah SWT berfirman yang berbunyi: 
 ٌَّ ِإ  هللا  ٌَأ ِساَُّنٱ ٍَ ٛأ َت ُىر ًأ َكَح اَرِإ َٔ  َآِه ْأ َأ َٰٓ  ٗ َِنإ ِد  َُ  ََي ألۡٱ ْأ ُّدَُؤذ ٌَأ أىُكُشُي
أَأٚ
 َۧ ٌَّ ِإ ِِۚل أذَع
أنِٱت ْإًُ ُك أَحذ  هللا  َۧ ٌَّ ِإ َِۗۦِّٰٓ ِت ىُُكظَِعٚ ا ًَّ ِِعَ  هللا   اٗشََِٰٛت ا ََۢعٛ ًِ َس ٌَ اَك٥٥  
 
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 
yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 
hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 
Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 
melihat”(QS. An-Nisa (4) : 58).47 
 
A. Tinjauan Pustaka 
Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil 
penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa 
penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk 
mrnghindari terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang 
dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka 
penulis mempertegas perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya, antara lain : 
                                                             






1. Peneltian yang dilakukan Maria Irene Hutabarat yang berjudul  
“Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Ekspor Terhadap Kinerja Industri 
Kelapa Sawit”. Menjelaskan bahwa Pajak ekspor dan harga CPO tahun 
sebelumnya berpengaruh nyata terhadap harga CPO pada tingkat 
kepercayaan 90 persen (pajak ekspor) dan 95 persen (harga CPO tahun 
sebelumnya). Pajak ekspor yang meningkat akan diikuti dengan 
meningkatnya harga CPO. Sedangkan ekspor CPO tidak berpengaruh 
nyata baik pada tingkat kepercayaan 90 persen maupun 95 persen. Jika  
CPO menurun, maka harga ekspor pun akan menurun. dan jika CPO 
meningkat maka ekspor CPO pun meningkat. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Maria Irene Hutabarat 
menyimpulkan bahwa untuk membayar pajak ekspor mengikuti harga 
meningkatnya juga CPO (Kelapa Sawit). untuk memastikan pajak 
ekspor itu bisa naik atau tidak sesuai dengan harga kelapa sawit tersebut 
dan dengan patokan harga untuk menghitung pajak ekspor tersebut, 
baik dalam perhitungan kenaikan setiap bulan atau setiap tahun 
kenaikan kelapa sawit, pajak ekspor tidak bisa memberi kebijakan 
karena pajak mengikuti harga barang yang ingin dikirim tersebut.  
 Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Marina Irene Hutabarat adalah, pajak ekspor yang dikenakan barang 
kelapa sawit tersebut yang akan dikirimkan ke luar negeri, dan pastinya 
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